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BUPATI INDRAMAYU 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU 
NOMOR: 29 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU 
NOMOR l.B.l TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPJNAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI INDRAMAYU, 

• 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sehubungan dengan perubahan Anggaran 

Belanja Tidak Langsung Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 
2016 khususnya belanja Tunjangan Perumahan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 
l.B.l Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Indramayu, perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati. 

I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang­ 
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 ,  



• 

• 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851) ;  

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang 
Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3363); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungijawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwak:ilan 

Rakyat, Dewan Perwak:ilan Daerah dan Dewan 
Perwak:ilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5568); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomo 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwak.ilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib 

Dewan Perwak.ilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5104); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5156); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533); 
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1 6 .  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebayaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Pcraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Keempat Alas Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

1 7 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2 0 1 1  tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman 
Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD 
Kabupaten/Kota; 

18 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
113/KMK.02/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak 
Te tap; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2004 Nomor 8, 
Seri D.8) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Indramayu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Alas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu 
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten lndramayu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 

2007 Nomor 5, Seri E.2); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jndramayu Nomor 4 

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 
2007 Nomor 4, Seri C. l) sebagairnana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu 
Nomor 1 1  Tahun 2015 tentang Perubahan Alas 
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah di Kabupaten lndramayu 
(Lembaran Daerah Kabupaten lndramayu Tahun 

2015 Nomor 11 ) ;  

21. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 

Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 7, 

Seri D.3); 
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Menetapkan 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 
Tahun 2014 tentang Barang Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten lndramayu Tahun 2014 
Nomor 7). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR l.B. l 
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU. 

Pasal I 

• 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor l .B. l Tahun 
2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Indramayu, diubah sebagai berikut :  

Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 
selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 12 

(1) Ketua DPRD disediakan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya . 

(2) Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD. 

(3) Dalam hal Rumah Jabatan Ketua DPRD tidak tersedia, maka diberikan 
tunjangan perumahan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta 
rupiah) per bulan dipotong PPh Pasal 21 .  

(4) Kepada Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan 
Perumahan, masing-masing : 

a. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta 
rupiah) per bulan dipotong PPh Pasal 21;  

b. Anggota DPRD, sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) 
per bulan dipotong PPh Pasal 2 I. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten 
Indramayu. 

Ditetapkan di lndramayu 

Pada tanggal 30 September 2016 

BUPATT INDRAMAYU, 
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or. 4 A4  JOPHANAH • 

Diundangkan di lndramayu 
Pada tanggal 38 September 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

• 

AHMAD BAHTIAR 
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 
TAHUN 2016 NOMOR :29 
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